
148 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustino, Leo. (2014). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 

 

Anderson, James E. (2006). Public Policy Making. Boston: Houghton Mifflin. 

 

Andrian, B. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci: Bogi Andrian, Ade Nurma Jaya 

Putra, Badrizal. Jurnal Administrasi Nusantara Maha, 4(2), 11-22. 

 

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Bernardin & Russel. (1993). Human Resource Management. New Jersey: 

International Editions Upper Saddle River, Prentice Hall. 

 

Dwiyanto,Agus.(2008). Reformas Birokrasi Publik di Indonesia. 

Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. 

 

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy.Washington DC: 

Congressional Quarterly Press. 

 

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). Implementasi 

Kebijakan Publik; konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava 

Media. 

 

Grindle,  Merilee  S.  (1980). Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  

World. New Jersey: Princenton University Press. 

 

Idrus, S., Ruhana, F., Amalia, M. R., Rosyid, A. F., & Kuswandi, D. (2023). 

Implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif 

dalam meningkatkan kinerja organisasi di era bisnis global. Jurnal Ilmiah 

Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7(1), 72-89. 

 

Sarwono J., Narimawati S. (2015). Membuat Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan 

Partial Least Square SEM (PLS-SEM). Yogyakarta, Indonesia: Andi. 

 

Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi 

kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur kota 

cimahi. Sosiohumaniora, 15(1), 6-14. 

 

Langkai,  Jeane Elisabeth. (2020). Kebijakan Publik, Digital Book. Malang: Seribu 

Bintang. 



149 

 

 

 

Mangkunegara, A,A. (2016). Manajemen Sumber Daya Perusahaan. cetakan 

pertama. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Mangkunegara, A. P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Marlian, S., & Sari, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sabilulungan Sistem 

Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 5(2), 208-

227. 

 

Mahsun, (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE. 

 

Mulyadi (2002).Kiat-Kiat Merangsang Kinerja Karyawan Bagian Produksi. 

Surabaya. Media Sahabat Cindekia. 

 

Ningrum, E. R., & Ningsih, S. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Direktorat 

Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan 

Tahun 2021. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 4(1), 

1-10. 

 

Nugroho, Riant, (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. 

Jakarta: PT Elek Media Kompotindo. 

 

Ramdani, (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Riduwan. (2011). Pengantar Statistika. Bandung: Alfabeta. 2013. Rumus dan Data 

dalam Analisis Statistika. Bandung: Alfabeta. 

 

Robbins, Stephen, P. (2006). Organizational Behaviour.New Jersey, Prentice Hall. 

 

Robertson (2002).Kiat-Kiat Merangsang Kinerja Karyawan Bagian Produksi. 

Surabaya. Media Sahabat Cindekia. 

 

Rochmat Saefudin. (2016). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja 

Kelurahan di Kota Banjar. Tesis Program Pascasarjana Universitas 

Pasundan Bandung. 

 

Ruky, Achmad S. 2004. Sistem Manajemen   Kinerja.   Jakarta:   PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

 

Sendarmayanti, (2009), Manajemen Sumber Daya  Manusia  Reformasi  Birokrasi  

dan   Manajemen Pegawai   Negeri Sipil. Bandung : PT Refika Aditama. 

 



150 

 

 

Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan 

Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan 

Kepemerintahan yang Baik. Bandung: Refika Aditama. 

 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Suharsaputra, Uhar. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Tindakan. Bandung: 

PT. Reflika Aditama. 

 

Suyadi Prawirosentono. (2008). Manajemen Sumber Daya ManusiaKebijakan 

KinerjaِKaryawan”.ِYogyakarta: BPFE. 

 

Usman, Nurdin. (2005). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT.     

Raja Grafindo Persada. Wibawa, Samodra. 2008. 

 

Van   Meter,   V.   H.   (1975). The   Policy Implementation  Process:  A  Conceptual 

Framework. Administration and  Society. 

 

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara; Edisi Kedua. PT Bumi 

Aksara.Jakarta. 

 

Webster.ِ (1913).ِ Searchِ Definition.ِ Webster’sِ Revisedِ Unabridgedِ Dictionaryِ

Retrieved march 31, 2024, from http://www.dict.org/bin/Dict 

 

Wibowo,    2007.    Manajemen    Kinerja.. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Widjaya, K. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung. Holistik Manajemen: 

Jurnal Manajemen, 3(1), 40-58. 

 

Widodo, Joko. (2004) Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Malang : 

BanyumediaPublishing. 

 

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT buku kita. 

 

Wirawan, (2009)., Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori, Aplikasi, dan 

Penelitian, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009. 

 

Yayan, M. (2021). Analisis Pengaruh Semangat Kerja, Promosi Jabatan dan 

Kompetensi Terhadap Kinerja ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Simeulue. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 

(JIMMBA), 3(6), 1220-1228. 

 

http://www.dict.org/bin/Dict


151 

 

 

Yuniarti, R., Irwansyah, R., Hasyim, M. A. N., Riswandi, P., Septania, S., Rochmi, 

A., ... & Negara, I. S. K. (2021). Kinerja Karyawan (Tinjauan Teori dan 

Praktis. 

 

Undang Undang 

 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

 

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang 

perubahan atas peraturan wali kota bandung nomor 116 tahun 2021 tentang 

pedoman penilaian kinerja pegawai 

 

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 855 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung 

 


